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 Abstrak : Kasus li'an dilatarbelakangi oleh seorang 
pria yang menuduh istrinya berzina atau menolak 
anak yang dikandungnya. Agar kasus seperti ini tidak 
sering muncul di kalangan keluarga dan di komunitas 
muslim, karena li'an mengacu pada keutuhan dan 
keberlangsungan hubungan pernikahan untuk 
selamanya. Perceraian merupakan salah satu bentuk 
fasakhnya perkawinan, oleh karena itu berujung 
pada putusnya perkawinan secara kekal dan haram 
untuk kembali. Berlakunya akibat hukum dari li'an 
dicari untuk melindungi semua pihak yang terlibat 
dalam perkara li’an, termasuk suami, istri dan anak. 
Metode yang kami pakai adalah metode kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusnya 
perkawinan itu disebab kan oleh tiga hal yaitu 
meninggal, perceraian, dan karena putusan 
pengadilan. 
 
Kata Kunci : Putusnya Perkawinan; Li’an; Maqashid 
Syari’ah  
 

 

e-ISSN: 2987-811X 

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisplin 

https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras 

Vol. 2 No. 1 Maret 2024 

 Page: 177-186  

 

 

 

Article History: 

Received: 20-01-2024 

Accepted: 22-01-2024 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Islam mensyari’atkan perkawinan dengan tujuan untuk memilihara 

kehormatan dan keturunan, serta sebagai pelindung diri dari perbuatan zina (Khakim 

& Ardiyanto, 2019). Memelihara keturunan bertujuan untuk melindungi dan 

melestarikan nasab agar jelas baik dalam aturan hukum Islam maupun dalam hukum 

positif yang berlaku di Indonesia (Ghoni, 2022). Ikatan perkawinan juga menimbulkan 

adanya hubungan keluarga, baik keluarga kecil yang di dalamnya terdapat suami, istri, 

anak-anak serta keluarga besar yaitu bapak, ibu, dan bapak ibu mertua (Abadi, 2021; 

Bakir & Hafidz, 2022). Keluarga dalam Islam dianggap mempunyai arti yang sangat 
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penting dalam kehidupan manusia, bukan sekedar kebutuhan biologis atau ubudiyah 

belaka. Bagaimanapun keluarga merupakan landasan kehidupan bermasyarakat, dan 

dalam rangka ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT yang menjadi landasan 

terlaksananya (Suparlan, 2023, 2021). 

Islam membenci segala sesuatu atau upaya apapun yang menyebabkan kerugian 

atau menghancurkan pernikahan. Namun kenyataannya, tidak semua pasangan bisa 

hidup damai dan tenteram. Dinamika kehidupan keluarga terus berlanjut seiring 

dengan timbulnya berbagai persoalan yang dapat merusak atau menghancurkan 

ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan (Andriani, 2020). Di antara sekian 

banyak masalah keluarga yang dapat menimbulkan permasalahan antara laki-laki dan 

perempuan bahkan menghancurkan ikatan perkawinan, ada sumpah laknat antara 

laki-laki dan perempuan yang disebut li'an (Abror, 2017). 

Li'an adalah sumpah dimana seorang suami menuduh istrinya berzina dan atau 

tidak mengakui anak yang dilahirkannya, tetapi suami tidak dapat menghadirkan 

empat orang saksi, dan istri tidak dapat memberikan kesaksian yang 

memberatkannya. Karena tidak dapat menerima tuduhan tersebut, maka istri menolak 

dengan bersumpah bahwa apa yang dituduhkan suaminya adalah dusta. Persoalan ini 

disebut dengan li’an (Ramadhani et al., 2017). 

Dalam arti lain li’an juga disebut dengan persaksian yang diiringi dengan 

sumpah laknat oleh kedua belah pihak suami dan isteri yang dilakukan di depan sidang 

pengadilan (Andrizal et al., 2023). Hukum syariah memberikan solusi terhadap 

permasalahan perkawinan ketika ada dugaan perselingkuhan. Hal ini menjadikan li'an 

sebagai hukum tersendiri dalam hukum keluarga Islam (Fiqh), yang tidak hanya 

menjelaskan kaidah hukumnya saja, namun perkara yang berkaitan dengan akibat 

hukum dari pensyari’atan li’an itu sendiri.  

Akibat hukum dari li’an berkaitan dengan keberlangsungan dan keutuhan 

hubungan suami isteri dan keturunan untuk selama-lamanya. Selain dari itu 

pensyari’atan li’an juga mengatur tentang perlindungan terhadap suami dan isteri 

serta anak-anak yang didalamnya terdapat status atau kedudukan anak setelah 

terjadinya li’an dan serta kedudukan tentang warisan (Alansyah, 2022). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penulis mengumpulkan 

sumber-sumber penelitian yang berkaitan dengan topik pembahasan, seperti buku, 

jurnal dan pustaka lainnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti- 

peneliti sebelumnya. Adapun metode pengumpulan datanya dilakukan dengan 

menggunakan metode deskripsi, yang bertujuan untuk menggali atau mencari data 

dari literatur-literatur yang relevan dengan pembahasan pada penelitian ini yang 

ditinjau dari aspek syari’at dan realitas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur perkara putusnya perkawinan pada 

bab ke-16 bagian ke satu umum pasal 113 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang 

sejalan dengan ketentuan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang 

Perkawinan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas 

putusan pengadilan (Ghoni, 2022). 
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Kematian 

Kematian merupakan akhir dari kehidupan manusia atau makhluk hidup 

apapun yang ada di muka bumi. Kematian dapat mengakibatkan putusnya perkawinan 

antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hal ini bisa terjadi jika salah satu 

dari kedua pasangan (suami istri) meninggal dunia (F. Arifin, 2022). Akibat hukum 

dari putusnya perkawinan karena kematian sebagaiamana diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) pasal 96 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut: a) Separuh dari 

harta bersama yang ditinggalkan menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama. b) 

Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya 

hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau 

matinya secara hukum atau dasar putusan pengadilan agama (M. Arifin et al., 2023). 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang masa berkabung dalam 

perkara putusnya perkawinan karena kematian sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) 

dan ayat (2), sebagai berikut: 

a. Istri yang ditinggal mati oleh suami wajib melaksanakan masa berkabung selama 

masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya 

fitnah. 

b. Suami yang ditinggal mati oleh isterinya melakukan masa berkabung menurut 

kepatutan. Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri 

hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh 

hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu 

(wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang 

patut. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa idah selesai, 

perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan. 

Perceraian 

Perceraian adalah berakhirnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan isteri 

dalam kehidupan rumah tangga. Perceraian merupakan salah satu yang dapat 

menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri (Kusmardani et al., 2022). 

Putusnya perkawinan karena perceraian terjadi akibat adanya talak atau berdasarkan 

gugatan perceraian, sebagaimana dalam pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

sebagai berikut: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat 

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian talak yang dimaksud adalah 

memutuskan hubungan antara suami isteri dari ikatan pernikahan yang sah menurut 

syariat agama. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 dijelaskan bahwa talak 

adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu 

penyebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 

230 dan 131. 

Talak terbagi ke dalam beberapa macam, sebagaimana dijelaskan dalam 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain, yaitu pertama, talak raj’i, dalam pasal 118 

“Talak Raj’i adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk kembali isteri 

dalam masa iddah”. Kedua, talak ba’in sughraa, dalam pasal 119. Ketiga, “Talak Ba’in 

Sughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan 

bekas suaminya meskipun dalam masa iddah”. Keempat, Talak Ba’in Kubraa dalam 

pasal 120 “Talak Ba’in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya 

(MUHAMMAD DAIM NU’MAN BIN ZAINUDIN, 2023).  

Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali 

pernikahan dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian 



 

 

 

 

 

Putri et al. 10.60126/maras.v2i1.166 

 

 

Mendulang Nilai-nilai Pendidikan pada Kasus Putusnya Perkawinan |  180 

 

 

 

terjadi perceraian ba’da Al-dukhul dan habis masa iddahnya”. Kelima, Talak Sunny, 

dalam pasal 121 “Talak Sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang 

dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci 

tersebut (Rohim, 2022)”. Keenam, Talak Bid’i, dalam pasal 122 “Talak Bid’i adalah 

talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid 

atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri padawaktu suci tersebut” 

Sementara itu perceraian karena sebab talak atau gugatan perceraian dapat 

terjadi karena beberapa alasan-alasan sebagaimana dalam pasal 116 Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) huruf (a) sampai huruf (h) sebagai berikut, a) Salah satu berbuat 

zina atau menjadi pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang susah 

disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 

diluar kemampuannya, b) Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) 

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. c) Salah satu 

pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak 

lain. d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. e) Antara suami dan isteri 

terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga. f) Suami melanggar taklid talak. g) Peralihan 

agama atau murtad yang menyebkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. 

Dalam pengertian perceraian, gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh 

penggugat (istri) ke pengadilan agama agar perkawinannya dengan suaminya diputus 

berdasarkan keputusan pengadilan agama. Sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) dan 

(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan, yaitu (1) Gugatan perceraian diajukan 

oleh isteri atau kuasa hukumnya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya 

mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman 

bersama tanpa izin suami. (2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, 

ketua pengadilan agama memberitahu gugatan tersebut kepada tergugat melalui 

perwakilan Republik Indonesia setempat. 

Gugatan cerai yang diajukan seorang istri terhadap suaminya disebut dengan 

Metode khuluk apabila hal ini ditempuh oleh isteri terhadap suaminya, maka 

berlakulah akibat khuluk terhadap keduanya yaitu sebagaimana dijelaskan dalam 

pasal 161: “Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat 

dirujuk” (Fajriyanti et al., 2023; Zakiyah, 2023). 130. “Jika keduanya bercerai, Allah 

akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah 

Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. 

Karena Putusan Pengadilan 

Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan yang dimaksud adalah 

pembatalan atau melepaskan atau memutuskan ikatan perkawinan oleh pengadilan 

yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pembatalan perkawinan berdasarkan pada 

undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 28 ayat (1) “Batalnya 

suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”. Suatu perkawinan 

dapat dibatalkan oleh pengadilan agama apabila suami-istri tidak memenuhi syarat-

syarat perkawinan yang layak, atau apabila salah satu atau kedua pasangan (suami-

istri) melakukan pelanggaran syarat-syarat yang menyebabkan batalnya suatu 

perkawinan (SURBAKTI, 2020). 
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Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 70 bahwa batalnya 

perkawinan disebabkan oleh, a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak 

melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah 

satu dari ke empat isterinya dalam iddah talak raj‟i. b) Sesorang yang menikah dengan 

bekas isterinya yang telah di li‟annya. c) Seseorang yang menikahi bekas isterinya 

yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah 

menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba’da al dukhul dan pria tersebut 

telah habis masa iddahnya (Patampari, 2020). d) Perkawinan yang dilakukan antara 

dua orang yang mempunyai hubungan darah dan sesusuan sampai derajat tertentu 

yang menghalangi perkawinan (Bi et al., 2019).  

Menurut pasal 8 undang-undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: 1) Berhubungan darah 

dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas. 2) Berhubungan darah dalam garis 

keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang 

tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 3) Berhubungan semenda, yaitu 

mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri. 4) Berhubungan sesusuan, yaitu 

orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan. 5) Isteri adalah 

saudara kandung atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri atau isteri- 

isterinya. 

Sedangkan dalam pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) suatu perkawinan 

dapat dibatalkan apabila a) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan 

agama. b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri 

pria lain yang mafqud (Hasibuan, 2023). c) Perempuan yang dikawini ternyata masih 

dalam iddah dari suami lain. d) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan 

sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No. 1 Tahun 1974. e) 

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak 

berhak. f) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 

Mendulang Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kasus Putusnya Perkawinan 

Perceraian sebagai salah satu perkara putusnya perkawinan adalah perkara 

yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa tidak, dalam 

kasus putusnya perkawinan baik karena kematian, perceraian atau putusan 

pengadilan semuanya akan berdampak pada putusnya silaturahmi antar dua keluarga, 

meski pada bebarapa kasus hubungan silaturahmi mereka tetap bisa berjalan dengan 

baik, akan tetapi kasus buruknya jauh lebih banyak. Itu sebabnya Islam memberikan 

ruang untuk mengkaji betapa pentingnya pendidikan tentang putusnya perkawinan ini 

diajarkan di lembaga pendidikan sejak Madrasah Aliyah hingga perguruan tinggi, 

karena di dalamnya banyak orang yang akan berhadapan dengan kasus-kasus seperti 

ini.  

Maraknya kasus perceraian dan tingginya kasus gugatan perceraian salah 

satunya disebabkan karena kurangnya ilmu tentang betapa pentingnya menjaga 

keutuhan rumah tangga dengan saling menghargai antara suami dan istri. Oleh 

karena itu wajib hukumnya bagi lembaga pendidikan untuk memperhatikan dan 

mempertimbangkan betapa pentingnya perkara ini ditetapkan dan dikembagkan 

untuk dilaksanakan di lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Tentunya diperlukan 

kurikulum yang mendukung mata kuliah ini agar bisa ditetapkan (Deprizon, 

Radhiyatul Fithri, Wismanto, Baidarus, 2022; Hamzah, Tuti Syafrianti, Bambang 

Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Mardhiah, Amir Husin, Muhammad Imaaduddin 

Masjunaidi, 2022; Muslim et al., 2023; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023; Wismanto 
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et al., 2021), diperlukan kebijakan dan manajemen yang mendukung (Hamzah, Tuti 

Syafrianti, Bambang Wahyu Susanto, Wismanto, 2022; Muslim et al., 2023; Riska 

Syafitri, Miskun, Erfina, Rusli Ibrahim, 2022; Syukri, Abdul Rouf, Wismanto, 2023), 

guru dan tenaga pengajar yang mumpuni dibidangnya (Amir Husen, Umar Natuna, M. 

Ridho Hidayat, Zalisman, 2023; Asmarika, Amir Husin, Syukri, Wismanto, 2022; 

Asmarika, Syukri, Mohd. Fikri Azhari, Mardhiah, 2022; Fitri et al., 2023; Junaidi, 

Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, n.d.; Marzuenda, Asmarika, Deprizon, 

Wismanto, 2022; Nahwiyah et al., 2023; Rusli Ibrahim, Asmarika, Agus Salim, 

Wismanto, n.d.; Susanto & Lasmiadi, A. Muallif, Wismanto, 2023; Wismanto, Alhairi, 

Lasmiadi, A Mualif, 2023; Wismanto, n.d.; Wismanto et al., 2023), sumber daya 

manusia yang memadai (Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; 

Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022), dukungan dari 

pihak lembaga atau yayasan pendidikan dan lain sebagainya. 

Menuntut ilmu juga harus kepada orang yang benar benar dapat dipercaya 

keilmuannya akan membawa anak-anak kita kedalam keridhoan Allah Subhanahu Wa 

Taala, karena orientasinya pasti surga (Mauliza et al., 2024; Wismanto, Saputra et al., 

2024). Tapi jika anak-anak yang kita antarkan ke sekolah-sekolah yang mengejar 

keduniaan, maka lihatlah genarasi yang ada sekarang, punya sedikit dana hidup 

dengan gaya hedon (Wismanto, Ananda et al., 2024), tidak peduli halal haram yang 

penting dapat uangnya, bahkan disebagian tempat tidak jarang anak-anak kita 

disuruh melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kesyirikan (Dewi et al., 2024; Sinta 

et al., 2024; Sri Indriyani, NerianiDzakirah Nur AssyifaMaya Wulan sari, 2023; 

Wismanto., Zuhri Tauhid., 2023; Wismanto Abu Hasan, 2018), ucapan yang tidak 

terkontrol dan lain sebagainya (Anggraini et al., 2024; Masnur et al., 2024). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan, 

menghasilkan keturunan, dan mencegah perzinahan. Perkawinan menciptakan 

keluarga yang sangat vital dalam kehidupan manusia dan landasan kehidupan 

bermasyarakat. Namun permasalahan bisa muncul dalam perkawinan, seperti li'an, 

dimana suami menuduh istrinya berzina tanpa bukti, dan istri bersumpah bahwa itu 

bohong. Li’an mempunyai akibat hukum terhadap keberlangsungan dan keutuhan 

hubungan perkawinan serta kedudukan anak dan harta warisan. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dari buku, 

jurnal, dan literatur lainnya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang 

putusnya perkawinan, termasuk kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. 

Dalam hal perceraian karena kematian, suami/istri yang masih hidup menerima 

setengah dari harta bersama, dan pembagian harta bagi yang meninggal ditunda 

sampai mereka benar-benar meninggal atau ada keputusan pengadilan agama. 

KHI juga mengamanatkan masa berkabung setelah kematian pasangan, istri 

menjalankan masa iddah empat bulan sepuluh hari, dan suami berkabung sesuai 

kepatutan. Li'an, sebuah permasalahan kompleks dalam hukum keluarga Islam, 

memerlukan kajian dan pemahaman yang cermat mengenai implikasi hukum dan 

sosialnya. 
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